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L PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, paradigma peradilan pidana anak mengalami pergeseran fundamental dari
model retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, yaitu restorative justice (Malasari, 2023;
Pratama, 2024; Sapitri et al., 2023). Pergeseran ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran global
bahwa anak bukanlah pelaku kejahatan dalam arti yang sama dengan orang dewasa, melainkan
individu dalam tahap perkembangan yang rentan dan masih memiliki potensi besar untuk direhabilitasi
(Trpevska & Lazeti¢, 2023). Dalam sistem retributif tradisional, anak yang berkonflik dengan hukum
kerap ditempatkan pada posisi yang sama dengan pelaku dewasa, sehingga mengalami dampak
psikologis, sosial, dan stigmatisasi yang panjang. Konsep restorative justice menawarkan jalan keluar
dengan menekankan pemulihan hubungan sosial, keterlibatan korban, pelaku, keluarga, serta

komunitas, sehingga proses hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga memberi
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ruang pemulihan yang lebih bermakna (Faisal et al., 2024). Indonesia sebagai negara pihak Konvensi
Hak Anak memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kepentingan terbaik anak (the best
interest of the child) benar-benar diwujudkan melalui mekanisme hukum yang berpihak pada

perlindungan anak.

Regulasi di Indonesia telah memberikan pijakan yang jelas mengenai pentingnya diversi, khususnya
melalui (Pemerintah Republik Indonesia, 2012) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perkara pidana anak wajib diupayakan penyelesaiannya
melalui diversi pada setiap tahap, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Diversi pada
dasarnya adalah pengalihan proses hukum dari jalur formal menuju jalur non-litigasi yang lebih
mengutamakan musyawarah dan kesepakatan. Namun, dalam praktik, penerapan diversi masih
menghadapi tantangan besar (Anderson et al., 2022). Perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan
pemahaman aparat penegak hukum, hingga minimnya fasilitas pendukung membuat implementasi
diversi sering kali jauh dari ideal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana prinsip

restorative justice benar-benar diinternalisasi dalam praktik peradilan anak di Indonesia?

Peran hakim menjadi sangat sentral dalam menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai figur otoritatif di
ruang sidang, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan akhir, tetapi juga sebagai
fasilitator dalam musyawarah diversi. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya variasi
yang signifikan dalam pola pengambilan keputusan(Kratcoski, 2023). Latar belakang personal,
pengalaman, serta persepsi hakim terhadap konsep restorative justice berpengaruh besar terhadap
bagaimana diversi diputuskan. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum
yang bersifat ideal dengan realitas praktik di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak
hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga menyingkap dinamika empiris yang terjadi dalam praktik

yudisial (Pitasse Fragoso, 2022).

Berdasarkan data (Fitzgerald, 2025), lebih dari 45.000 anak di seluruh dunia terlibat dalam sistem
peradilan pidana setiap tahunnya, dan sebagian besar mengalami dampak psikososial negatif akibat
proses peradilan yang formal dan menghukum. Di Indonesia sendiri, laporan (Komisi Perlindungan
Anak Indonesia, 2022) mencatat terdapat 1.290 kasus anak berhadapan dengan hukum, dengan 67
persen di antaranya berujung pada proses pengadilan formal tanpa melalui mekanisme diversi. Data ini
memperlihatkan bahwa meskipun regulasi diversi telah ada, implementasinya masih jauh dari harapan.
Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem peradilan masih cenderung menekankan aspek
legalistik semata tanpa memberikan perhatian yang memadai pada aspek pemulihan (Vosz et al.,

2023).

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan bila melihat data (Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, 2023) yang menunjukkan bahwa jumlah anak yang ditempatkan di
lembaga pembinaan khusus anak mencapai 2.346 orang. Padahal, penelitian sebelumnya menunjukkan

bahwa pengalaman menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sering kali menimbulkan dampak
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negatif berupa penurunan harga diri, rasa terasing dari lingkungan sosial, hingga peningkatan risiko
residivisme (Chen et al., 2024). Sebaliknya, diversi yang berbasis restorative justice terbukti mampu
menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana anak hingga 30 persen di beberapa negara, seperti
Selandia Baru dan Belanda. Data empiris ini menunjukkan pentingnya reposisi peran hakim dalam
memastikan diversi benar-benar dijalankan sebagai instrumen pemulihan, bukan sekadar formalitas

prosedural (Smith et al., 2022).

Lebih jauh lagi, penelitian lapangan yang dilakukan oleh (Kurniawan et al., 2025) mengungkap bahwa
terdapat perbedaan signifikan dalam praktik diversi di antara pengadilan negeri di Indonesia. Di
beberapa daerah, hakim berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator dialog antara korban, pelaku,
dan keluarga, sementara di daerah lain hakim lebih memilih sikap formalistik yang cenderung
mengembalikan perkara ke jalur litigasi (Dao et al., 2022). Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan
variasi interpretasi hukum, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kerangka konseptual yang dapat
memandu hakim dalam menjalankan fungsi diversi secara konsisten. Dengan kata lain, dibutuhkan
model konseptual yang lebih aplikatif dan berbasis bukti empiris untuk memperkuat peran hakim

dalam sistem peradilan anak.

Berbagai literatur mengenai diversi dan restorative justice menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya
cenderung berfokus pada aspek normatif. (Kirkwood, 2022), misalnya, menekankan urgensi diversi
sebagai mandat undang-undang, namun kurang mengulas dinamika empiris di ruang sidang. (Jiang &
Chen, 2023) juga lebih banyak mengkaji peraturan perundang-undangan tanpa menggali praktik
implementasi oleh hakim. Padahal, untuk memahami efektivitas diversi, analisis normatif saja tidak
cukup, melainkan harus dilengkapi dengan pendekatan empiris yang menelaah perilaku aktor hukum
di lapangan (Pavlich, 2022). Penelitian-penelitian normatif tersebut memberikan fondasi penting,

tetapi belum mampu menjawab tantangan implementasi yang terjadi secara nyata.

Selain itu, literatur internasional memperlihatkan variasi model diversi yang dapat menjadi rujukan.
(Wood & Tauri, 2025) menjelaskan bahwa family group conference di Selandia Baru berhasil
mengurangi angka residivisme dan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam penyelesaian perkara
anak. (Walton & Hendy, 2023) menyoroti praktik mediation in penal matters di Belanda yang
memberikan ruang luas bagi musyawarah dan kesepakatan di luar pengadilan. Kedua model ini
menekankan pentingnya basis empiris dalam merancang kerangka diversi, sehingga penerapannya
lebih konsisten dan sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Perbandingan internasional ini
memperlihatkan bahwa efektivitas diversi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh desain

implementasi yang kontekstual (Vinolia, 2024).

Literatur lain, seperti (Hamzani et al., 2025), menekankan bahwa restorative justice bukan sekadar
prosedur hukum, melainkan paradigma baru dalam melihat tindak pidana. Dengan demikian,
keberhasilan diversi sangat bergantung pada sejauh mana aktor hukum, khususnya hakim,

menginternalisasi paradigma tersebut (Hamzani et al., 2025). Namun, sebagian besar penelitian di
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Indonesia masih berhenti pada level regulasi, belum menelaah faktor-faktor psikologis, sosiologis, dan
profesional yang memengaruhi hakim dalam mengambil keputusan diversi. Kekosongan inilah yang
perlu diisi oleh penelitian berbasis pendekatan yuridis-empiris (De Gioia Carabellese & Della

Giustina, 2023).

Penelitian terkait peran hakim dalam diversi juga telah dilakukan di beberapa konteks lokal. (Setya
Wahyudi, 2024) menekankan pentingnya hakim sebagai fasilitator musyawarah diversi, sementara
(Hoyle & Harry, 2025) menyoroti pengaruh faktor subjektivitas hakim terhadap konsistensi putusan
diversi. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa peran hakim tidak dapat dilepaskan dari latar
belakang personal, nilai-nilai yang dianut, serta tekanan sosial yang dihadapi dalam praktik peradilan.
Namun, penelitian tersebut masih bersifat fragmentaris dan belum menghasilkan model konseptual

yang komprehensif untuk memperkuat praktik diversi di Indonesia.

Sejumlah penelitian internasional juga menunjukkan betapa pentingnya penguatan kapasitas hakim
dalam menjalankan restorative justice. Di Kanada, misalnya, hakim dibekali dengan pelatihan khusus
mengenai teknik mediasi dan komunikasi restoratif sebelum memutuskan perkara anak (Islam et al.,
2023). Di Afrika Selatan, hakim bahkan diwajibkan bekerja sama dengan pekerja sosial dan psikolog
untuk memastikan bahwa keputusan diversi sesuai dengan kebutuhan rehabilitatif anak (Agbonaye et
al., 2024). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh sejauh
mana sistem peradilan memberikan dukungan institusional bagi hakim dalam menjalankan fungsi

restoratif (Martinez et al., 2022).

Dari berbagai kajian yang ada, terlihat jelas bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian yang
signifikan terkait penerapan restorative justice dalam diversi anak di Indonesia. Literatur yang tersedia
cenderung menitikberatkan pada dimensi normatif tanpa mengintegrasikan temuan empiris dari
praktik peradilan, sehingga belum ada model konseptual yang dapat menjelaskan bagaimana hakim
menjalankan peran restoratif secara konsisten. Ketiadaan model ini menyebabkan praktik diversi
sering kali berlangsung secara ad hoc dan bergantung pada interpretasi individual hakim, yang pada
akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan prinsip restorative justice.
Kondisi ini perlu dijembatani agar konsep keadilan restoratif tidak hanya menjadi ideal normatif,

tetapi benar-benar terwujud dalam sistem peradilan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah perlu disampaikan untuk memperjelas arah penelitian.
Rumusan tersebut meliputi pertanyaan mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan
prinsip restorative justice dalam proses diversi, faktor-faktor normatif maupun non-normatif apa saja
yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversi di pengadilan, serta bagaimana model
konseptual restorative justice dapat dirumuskan secara lebih integratif berdasarkan temuan empiris
praktik diversi oleh hakim. enelitian ini juga mengkaji kerangka hukum yang menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam menerapkan pendekatan restorative justice pada perkara anak yang

diselesaikan melalui diversi. Selain itu, analisis dilakukan terhadap praktik persidangan dan
1334 | HAKIM - Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 3 No. 3 Agustus 2025



Model Restorative Justice dalam Diversi Anak...

pertimbangan yuridis yang digunakan hakim untuk menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan

masyarakat dalam proses diversi.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan
model restorative justice dalam diversi anak menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Tujuan
penelitian ini adalah menelaah bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan konsep diversi dalam
praktik nyata, sekaligus merumuskan model konseptual yang aplikatif dan kontekstual. Kontribusi
penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis normatif dan temuan empiris, sehingga
menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran hakim dalam sistem peradilan
anak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai restorative justice dalam konteks
hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi
pembuat kebijakan dan aparat peradilan dalam memperkuat implementasi diversi sebagai instrumen

keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan dimensi normatif dan
empiris. Analisis normatif dilakukan terhadap regulasi yang mengatur diversi dalam sistem peradilan
pidana anak, termasuk (Pemerintah Republik Indonesia, 2012) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA), Peraturan Mahkamah Agung terkait diversi, serta instrumen hukum internasional yang
relevan. Analisis empiris dilakukan melalui penelusuran praktik lapangan, khususnya mengenai
bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan konsep restorative justice dalam kasus nyata.
Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian mengungkap kesenjangan antara teks

hukum dan praktik di ruang sidang, sekaligus merumuskan model konseptual yang aplikatif.
B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia yang menangani perkara anak.
Lokasi dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan jumlah kasus anak dan variasi konteks
sosial. Subjek penelitian adalah hakim yang berpengalaman menangani perkara anak dan pernah
memfasilitasi atau memutus diversi. Informasi tambahan diperoleh dari jaksa, penyidik kepolisian,

penasihat hukum, serta dokumen putusan pengadilan untuk memperkuat validitas data.
C. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim dan aparat terkait, serta observasi
langsung terhadap musyawarah diversi jika memungkinkan. Wawancara dilakukan secara semi-
terstruktur untuk menggali pemahaman, pertimbangan, serta pengalaman hakim dalam praktik diversi.
Observasi difokuskan pada dinamika interaksi di ruang sidang dan pola fasilitasi yang dijalankan
hakim. Data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, laporan lembaga perlindungan anak, dan penelitian terdahulu. Untuk memperjelas jenis
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data yang digunakan, Tabel 1 menampilkan ringkasan sumber data dan teknik pengumpulan yang

digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan

Jenis Data Sumber Data Teknik Pengumpulan Tujuan Penggunaan
Data Hakim, jaksa, penyidik, penasihat Wawancara mendalam, | Menggali praktik dan
Primer hukum, pelaku diversi observasi persepsi terkait diversi
Data Undang-undang, peraturan, putusan | Studi dokumen, analisis | Menyediakan kerangka
Sekunder pengadilan, laporan lembaga isi normatif dan bukti tertulis

Sumber: Data penelitian, 2025
D. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah
pengorganisasian data dari wawancara, observasi, dan dokumen hukum. Data dikategorikan
berdasarkan tema seperti interpretasi hakim, faktor pengambilan keputusan, serta kesesuaian praktik
dengan prinsip restorative justice. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara
dengan dokumen putusan dan observasi. Analisis isi diterapkan untuk menelaah struktur argumentasi
hukum dalam putusan hakim, sementara analisis interpretatif digunakan untuk menghubungkan
temuan empiris dengan kerangka normatif. Untuk memudahkan pemahaman alur penelitian, Gambar 1
menampilkan diagram alur metodologi yang menggambarkan hubungan antara analisis normatif dan

empiris.

( N

PENGUMPULAN DATA

l

PRAPROSES DATA

|

ANOTASI & LABELING

|

EVALUASI MODEL

|

INTERPRETASI &
ANALISIS HASIL

J

Gambar 1. Alur Penelitian Yuridis-Empiris dalam Studi Diversi Anak

Sumber: Diadaptasi dari kerangka penelitian yuridis-empiris (disusun penulis, 2025)
E. Validitas dan Reliabilitas Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Informasi dari hakim dibandingkan
dengan data dari jaksa, penyidik, dan dokumen putusan. Triangulasi metode dilakukan dengan
mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selain itu, dilakukan member checking
dengan mengonfirmasi temuan awal kepada beberapa hakim untuk memastikan interpretasi sesuai

pengalaman mereka.
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F. Etika Penelitian

Aspek etika dijaga dengan menjamin kerahasiaan identitas narasumber. Hakim dan aparat hukum yang
diwawancarai diberikan kode anonim untuk melindungi privasi. Wawancara dilakukan dengan
persetujuan penuh responden setelah dijelaskan tujuan penelitian. Peneliti berkomitmen menggunakan

data hanya untuk kepentingan akademis.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting terkait praktik diversi dalam sistem peradilan
pidana anak di Indonesia. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan hakim, jaksa, dan aparat
penegak hukum lainnya, serta dari analisis putusan pengadilan. Temuan utama meliputi variasi dalam
implementasi diversi, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim, serta sejauh mana prinsip
restorative justice diterapkan dalam praktik. Untuk memperjelas distribusi data, Tabel 2 menampilkan

jumlah kasus anak yang diputus diversi pada beberapa pengadilan negeri selama periode penelitian.

Tabel 2. Jumlah Perkara Anak dan Hasil Diversi di Beberapa Pengadilan Negeri (2022-2024)

Pengadilan Negeri Jumlah Kasus Kasus dengan Kasus Diversi Kasus Diversi
Anak Upaya Diversi Berhasil Gagal

PN Jakarta Selatan 58 45 32 13

PN Bandung 41 34 21 13

PN Semarang 36 29 17 12

PN Surabaya 44 38 27 11

PN Medan 39 30 18 12

Sumber: Data primer wawancara dan dokumen putusan, 2025

Tabel 2 memperlihatkan bahwa meskipun mayoritas kasus anak sudah diupayakan diversi, tingkat
keberhasilannya masih bervariasi antar pengadilan. Faktor perbedaan interpretasi hakim dan
keterlibatan pihak-pihak terkait menjadi penentu utama keberhasilan diversi. Variasi tersebut
menunjukkan adanya perbedaan praktik penanganan perkara anak yang dipengaruhi oleh karakteristik
institusi peradilan dan lingkungan sosial setempat. Selain itu, kesiapan sarana pendukung serta
koordinasi antar aparat penegak hukum turut memengaruhi proses pelaksanaan diversi di setiap

pengadilan.

Sebagai ilustrasi empiris, salah satu hakim Pengadilan Negeri Bandung menggambarkan proses diversi
pada kasus pencurian ringan yang melibatkan anak berusia 15 tahun. Dalam wawancara, hakim
menjelaskan bahwa anak pelaku menunjukkan penyesalan, sementara korban—pemilik toko kecil—
pada awalnya menolak diversi karena merasa dirugikan. Melalui musyawarah yang difasilitasi hakim,
korban akhirnya bersedia berdialog setelah keluarga pelaku menawarkan pemulihan berupa
penggantian kerugian dan kerja sosial di lingkungan toko selama satu minggu. Hakim menegaskan

bahwa keputusan korban berubah karena ia “melihat langsung kesungguhan anak dan keluarganya”.
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Kasus ini memperlihatkan bagaimana empati, komunikasi restoratif, dan fasilitasi aktif hakim menjadi

faktor kunci keberhasilan diversi.

Sebaliknya, pada salah satu kasus di PN Medan, diversi gagal dilakukan. Hakim menjelaskan bahwa
korban mengalami trauma dan tidak bersedia hadir dalam musyawarah sehingga proses tidak dapat
dilanjutkan. Meskipun secara normatif syarat diversi terpenuhi, ketiadaan partisipasi korban
menyebabkan perkara kembali ke jalur litigasi. Kasus ini menunjukkan pentingnya dukungan
emosional dan fasilitasi psikososial untuk mendorong keterlibatan korban dalam proses restoratif.
Selain itu, wawancara dengan hakim juga mengungkap faktor-faktor yang dianggap memengaruhi
keputusan diversi. Gambar 2 menunjukkan hasil kategorisasi faktor tersebut berdasarkan frekuensi

kemunculannya dalam wawancara.

40 A
30 A
K7
[~
3201
Q
[
10 A
o l
Aspek Kondisi Dukungan Faktor
normatif psikologis keluarga lainnya

(aturan hukum) anak

Gambar 2. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim dalam Diversi
Sumber: Hasil wawancara dengan hakim, 2025

Visualisasi ini menunjukkan bahwa aspek normatif (aturan hukum) masih menjadi pertimbangan
dominan hakim, namun faktor non-yuridis seperti kondisi psikologis anak dan dukungan keluarga juga
memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa keputusan diversi tidak hanya
bergantung pada teks hukum, tetapi juga pada konteks sosial dan emosional kasus. Pertimbangan
terhadap kondisi psikologis anak sering muncul dalam proses pemeriksaan untuk menilai kesiapan
anak mengikuti mekanisme diversi. Dukungan keluarga juga menjadi elemen penting karena berperan

dalam menjamin keberlanjutan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal.
Diskusi

Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakseragaman implementasi diversi di berbagai
pengadilan negeri. Meskipun regulasi dalam UU SPPA mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap,
tingkat keberhasilan diversi masih beragam (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Temuan ini
konsisten dengan penelitian (Waluyadi et al., 2025) yang menyatakan bahwa praktik diversi di
Indonesia kerap bergantung pada interpretasi hakim. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif
baru dengan menunjukkan bahwa faktor psikologis anak dan dukungan keluarga sama pentingnya
dengan aspek normatif dalam menentukan hasil diversi.
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Perspektif korban dan masyarakat terdampak belum terwakili secara memadai dalam praktik maupun
analisis diversi, padahal perkara lingkungan pada umumnya melibatkan dampak yang luas, kolektif,
dan berlangsung jangka panjang. Ketidakhadiran suara masyarakat terdampak dalam proses restoratif
berpotensi menyebabkan kesepakatan diversi tidak mencerminkan pemulihan ekologis maupun sosial
secara utuh. Dalam sejumlah wawancara, hakim mengakui bahwa musyawarah diversi sering kali
terbatas pada pelaku, keluarga, dan aparat penegak hukum, tanpa mempertimbangkan pengalaman,
kerugian, atau kebutuhan pemulihan komunitas. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme yang
lebih inklusif agar masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dapat menyampaikan
kerugian ekologis, memberikan perspektif kolektif, dan memastikan bahwa pemulihan tidak berhenti

pada ganti kerugian individual, tetapi juga mencakup pemulihan lingkungan yang lebih luas.

Penting untuk menyoroti potensi risiko penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa dalam mekanisme
restorative justice, terutama pada perkara yang rentan terhadap konflik kepentingan seperti kasus
lingkungan. Posisi strategis jaksa dalam menentukan kelayakan diversi dan mengawal proses
pemulihan membuka peluang terjadinya intervensi yang menguntungkan pihak tertentu, misalnya
melalui negosiasi penyelesaian yang tidak proporsional, pengabaian kerusakan ekologis yang lebih
luas, atau tekanan terhadap korban dan masyarakat terdampak. Risiko ini menegaskan perlunya
transparansi, mekanisme kontrol, dan keterlibatan ahli lingkungan serta masyarakat sipil agar
pelaksanaan restorative justice tetap akuntabel dan tidak menjadi instrumen perlindungan kepentingan
pelaku. Pengawasan terhadap penerapan resforative justice dalam perkara lingkungan juga berkaitan
dengan kompleksitas pembuktian dampak jangka panjang serta ketimpangan posisi antara pelaku dan

komunitas yang terdampak.

Jika dibandingkan dengan penelitian internasional, temuan ini memperlihatkan perbedaan menarik.
Model family group conference di Selandia Baru (Hamilton, 2022) menekankan peran keluarga dan
komunitas dalam keberhasilan diversi, sementara di Belanda praktik mediation in penal matters
(Griveaud, 2024) menitikberatkan pada partisipasi korban. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini
menemukan bahwa meskipun keluarga memiliki peran besar, keterlibatan korban masih relatif rendah
dan sering kali menjadi penghambat keberhasilan diversi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan
mekanisme yang menjamin keterlibatan korban dalam proses diversi. Model konseptual mengenai

penerapan restorative justice dalam diversi ditunjukkan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Model Restorative Justice Diversi

Setelah memaparkan berbagai temuan tersebut, model yang ditawarkan dalam diagram di atas
menegaskan bahwa proses diversi tidak hanya bertumpu pada aturan normatif, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh dinamika interaksi antara anak, keluarga, korban, dan komunitas yang terdampak.
Model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi bergantung pada kualitas komunikasi
restoratif, kesiapan psikologis pelaku anak, serta keterbukaan semua pihak dalam mencapai
kesepakatan yang adil. Dengan demikian, model konseptual ini memperjelas area yang selama ini
lemah dalam praktik diversi di Indonesia, yaitu minimnya integrasi perspektif korban dan pemulihan
ekologis dalam forum musyawarah. Kejelasan visual dari model ini juga memperkuat rekomendasi
penelitian agar forum diversi di Indonesia dilengkapi dengan mediator independen, konselor
psikologis, dan ahli lingkungan, sehingga kesepakatan tidak hanya berorientasi pada pemulihan

individual tetapi juga pemulihan kolektif.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah pentingnya mengembangkan model konseptual diversi
yang menyeimbangkan antara kerangka normatif dengan dinamika empiris. Model ini dapat
memperkaya literatur tentang restorative justice di Indonesia yang selama ini lebih menekankan pada
aspek regulasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi agar Mahkamah Agung
memperkuat pedoman teknis bagi hakim dalam memutus diversi, termasuk pelatihan mengenai teknik
mediasi dan komunikasi restoratif. Selain itu, lembaga peradilan perlu menyediakan fasilitas

pendukung seperti konselor psikologis dan mediator independen agar proses diversi lebih efektif.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di
sejumlah pengadilan negeri sehingga belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kedua, data
wawancara masih terbatas pada hakim dan aparat hukum, sementara perspektif korban dan keluarga
anak belum dieksplorasi secara mendalam. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi keluasan
temuan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk
memperluas cakupan lokasi ke lebih banyak pengadilan, serta melibatkan perspektif korban, keluarga,
dan masyarakat dalam analisis. Dengan demikian, pemahaman mengenai praktik diversi dapat menjadi

lebih komprehensif. Selain itu, penelitian di masa depan dapat menguji efektivitas model konseptual
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diversi yang diusulkan melalui studi longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang terhadap

tingkat residivisme anak.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam diversi anak di Indonesia
masih berlangsung secara tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh interpretasi masing-masing
hakim. Meskipun kerangka normatif dalam UU SPPA telah mewajibkan diversi pada setiap tahap
proses hukum, temuan empiris menunjukkan bahwa keberhasilan diversi ditentukan oleh kombinasi
antara pemahaman hakim mengenai prinsip pemulihan, kondisi psikologis anak, dukungan keluarga,
dan keterlibatan korban. Contoh kasus di beberapa pengadilan mengonfirmasi bahwa diversi dapat
berhasil ketika hakim berperan aktif sebagai fasilitator, sementara kegagalan terjadi ketika korban
enggan terlibat atau tidak tersedia dukungan psikososial memadai. Penelitian ini juga mengungkap
adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik lapangan yang kerap dijalankan
secara ad hoc. Minimnya pedoman teknis, pelatihan hakim, dan dukungan institusional menyebabkan
model diversi belum mampu berjalan secara konsisten. Variasi praktik ini menunjukkan bahwa
efektivitas restorative justice tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi sangat dipengaruhi

oleh keterampilan, kepekaan sosial, dan kapasitas hakim dalam memfasilitasi dialog pemulihan.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan model konseptual restorative justice berbasis pendekatan
yuridis-empiris yang menegaskan bahwa keberhasilan diversi merupakan hasil interaksi antara norma
hukum dan faktor-faktor non-yuridis seperti kondisi emosional anak, relasi keluarga, kesiapan korban,
serta kemampuan komunikatif hakim. Model integratif ini memperkaya literatur yang selama ini
cenderung normatif dengan memberikan gambaran empiris mengenai praktik aktual di ruang sidang.
Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas hakim melalui
pelatihan mediasi restoratif, penyediaan psikolog anak dan mediator independen, serta pedoman teknis
yang memastikan keterlibatan korban dalam proses diversi. Dengan penguatan ini, diversi diharapkan
tidak hanya menjadi kewajiban prosedural, tetapi berkembang menjadi mekanisme pemulihan yang

lebih manusiawi, konsisten, dan berkeadilan bagi anak, korban, dan masyarakat..

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat praktik
diversi di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan
mengenai pendekatan restorative justice dan teknik mediasi agar peran mereka tidak hanya sebatas
mengesahkan kesepakatan, melainkan benar-benar berfungsi sebagai fasilitator dialog yang adil dan
inklusif. Kedua, lembaga peradilan perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti psikolog anak,
konselor, dan mediator independen untuk membantu proses musyawarah diversi sehingga keputusan
yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi aspek psikososial. Ketiga, perlu
adanya peningkatan keterlibatan korban dalam proses diversi melalui pedoman teknis yang lebih jelas,
sehingga kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pemulihan yang seimbang bagi

semua pihak. Keempat, pengembangan basis data nasional mengenai praktik diversi sangat penting
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untuk memantau tren, mengidentifikasi hambatan, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan secara
berkesinambungan. Terakhir, penelitian lanjutan dianjurkan untuk menguji efektivitas model diversi
berbasis yuridis-empiris yang diajukan dalam kajian ini pada konteks yang lebih luas, sehingga dapat
memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada

pemulihan, bukan penghukuman.
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